SALINAN

WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG

PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA

Menimbang :

Mengingat

KENDARAAN DINAS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

bahwa berdasarkan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Daerah, serta dalam rangka optimalisasi penggunaan barang
milik daerah berupa kendaraan dinas jabatan pada masing-
masing Pengguna Barang di Kota Probolinggo, maka perlu
dilakukan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka perlu menetapkan Pengalihan Status Penggunaan
Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama dengan Peraturan Wali Kota;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota
Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 551);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun
2022 Nomor 7);



9. Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2020 tentang Pegelolaan Barang
Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 49);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGALIHAN STATUS
PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali kota Probolinggo.
4. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan

pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah dalam rangka Pelaksanaan
Pengalihan Status Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama.

Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk Optimalisasi
Penggunaan kendaraan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB III
PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN
Pasal 4
(1) Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama dapat dilaksanakan pengalihan status penggunaan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus Kendaraan Dinas

Jabatan mengikuti mutasi Jabatan yang bersangkutan.
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(3) Daftar Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berlaku sepanjang yang
bersangkutan masih memangku jabatan dan berhak atas penggunaan kendaraan

dinas sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
Pelaksanaan Pengalihan Status Kendaraan Dinas Jabatan dalam Peraturan Wali

Kota ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali

Kota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 26 Januari 2024
WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 26 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesugi dengan aslinya

DENNY BAGU
8 200903 1 004



SALINAN LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 7 TAHUN 2024

PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA KENDARAAN DINAS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DAFTAR KENDARAAN DINAS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

TAHUN NOMOR
NO.| NAMA ASET KODE BARANG MERK /TYPE KONDISI | pepOLEHAN POLISI NAMA PEJABAT
1 | Station Wagon | 01.03.02.02.01.01.03 | TOYOTA NEW KIJANG INNOVA B 2019 N 1210 PP | drg. NINIK IRA WIBAWATI, MQIH
DIESEL VENTURER UNIT
2 | Station Wagon | 01.03.02.02.01.01.03 | TOYOTA Rush 1.5 G Manual B 2011 N 1343 PP | WAWAN SOEGYANTONO, S.E., M.M.
1495
3 | Station Wagon | 01.03.02.02.01.01.03 | TOYOTA Rush 1.5 G Manual B 2012 N 1407 PP | MADIHAH, S.K.M.
4 | Station Wagon | 01.03.02.02.01.01.03 | TOYOTA Rush 1.5 G Manual B 2011 N 1345 PP | Ir. RETNO FADJAR WINARTI
1495
S | Station Wagon | 01.03.02.02.01.01.03 | HONDA HRV 1,5 L SE CVT B 2023 N 1019 PP | SURYA DARMAWATI S.I.LKOM
6 | Station Wagon | 01.03.02.02.01.01.03 | HONDA HRV 1,5 L SE CVT B 2023 N 1020 PP | SLAMET SWANTORO, S.P.
7 | Station Wagon | 01.03.02.02.01.01.03 | HONDA HRV 1,5 L SE CVT B 2023 N 1022 PP | AGUS HARTADI, S.H.,M.Si
8 | Station Wagon | 01.03.02.02.01.01.03 | TOYOTA Innova G Manual 1998 B 2011 N 1375 PP | Drs. TEGUH BAGUS SUJAWANTO, M.Pd.
9 | Station Wagon | 01.03.02.02.01.01.03 | HONDA HRV 1,5 L SE CVT B 2023 N 1021 PP | SETIORINI SAYEKTI, S.K.M., M.Si.
10 | Station Wagon | 01.03.02.02.01.01.03 | TOYOTA INNOVA G 1998 B 2012 N 1428 PP | dr. NURUL HASANAH HIDAYATI
11 | Station Wagon | 01.03.02.02.01.01.03 | TOYOTA INNOVA 2000 CC B 2010 N 1302 PP | dr. INTAN SUDARMADI, Sp.S., M.H.
12 | Station Wagon | 01.03.02.02.01.01.03 | TOYOTA INNOVA 2000 CC B 2010 N 1317 PP | SITI ROMLAH, S.Si., M.Pd.
13 | Station Wagon | 01.03.02.02.01.01.03 | TOYOTA Innova B 2012 N 1353 PP | Ir. ARIES SANTOSO., M.M.
14 | Station Wagon | 01.03.02.02.01.01.03 | TOYOTA INNOVA B 2007 N 1382 PP | AGUS EFENDI, S.Sos., M.Si.
15 | Station Wagon | 01.03.02.02.01.01.03 | Kijang Innova B 2007 N 1430 PP | Ir. FITRIAWATI, M.M.
16 | Station Wagon | 01.03.02.02.01.01.03 | TOYOTA Innova G 2012 1998 B 2012 N 1409 PP | REY SUWIGTYO, S.Sos., M.Si.
17 | Station Wagon | 01.03.02.02.01.01.03 | TOYOTA INNOVA 1998 B 2011 N 1299 PP | Drs. SUKAM, M.Si.
18 | Station Wagon | 01.03.02.02.01.01.03 | TOYOTA Innova B 2012 N 1412 PP | Drs. RACHMA DETA ANTARIKSA, M.Si.
19 | Station Wagon | 01.03.02.02.01.01.03 | TOYOTA Innova G XW42 2000 B 2012 N 1820 PP | AMAN SURYAMAN, AP., M.M.
20 | Station Wagon | 01.03.02.02.01.01.03 | TOYOTA Kijang Innova B 2007 N 1801 PP | RETNO WANDANSARI, S.Pt., M.P.
2007/1998
21 | Station Wagon | 01.03.02.02.01.01.03 | KIJANG INNOVA G XW42 B 2015 N 1318 PP | MUHAMMAD ABAS, S.Sos., M.Si.
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22 | Station Wagon | 01.03.02.02.01.01.03 | TOYOTA XW42 INNOVA G 1998 B 2007 N 1388 PP | WAHONO ARIFIN, S.H., M.M.
23 | Station Wagon | 01.03.02.02.01.01.03 | T.Kijang INOVA XW 42 Inova B 2007 N 1385 PP | BUDIONO WIRAWAN, S.Sos., M.Si.
1998
24 | Station Wagon | 01.03.02.02.01.01.03 | TOYOTA INNOVA 1998 CC B 2010 N 1291 PP | DIAH SAJEKTI WIDOWATI SIGIT, S.E., M.M.
25 | Station Wagon | 01.03.02.02.01.01.03 | Toyota Kijang Innova G XW42 B 2011 N 1427 PP | FATCHUR ROZI, S.H., M.M.
26 | Station Wagon | 01.03.02.02.01.01.03 | Toyota Innova G M/T B 2009 N 1204 PP | MUHAMMAD SONHADJI, S.Sos., M.Si.
27 | Station Wagon | 01.03.02.02.01.01.03 | XPANDER 1.5 L ULTIMATE-K B 2019 N 1280 PP | RATRI DIAN SULISTYAWATI, S.P., M.M.
28 | Station Wagon | 01.03.02.02.01.01.03 | TOYOTA INNOVA VENTURER B 2022 N 1426 PP | PUJO AGUNG SATRIO, S.STP., M.Si.
2.4 A/TDSL
29 | Station Wagon | 01.03.02.02.01.01.03 | TOYOTA Innova 2000 CC B 2012 N 1804 PP | PUJI PRASTOWO, S.E.

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN




